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Abstract
This study aims to examine and analyze the evaluation of the implementation of land
acquisition for the public interest in Konawe Islands Regency. The method in this research is
descriptive qualitative with a case study approach. The research focus is in Langara City, with
research informants namely parties involved in evaluating land acquisition such as: regional
supervisory apparatus, DPRD members, land office officials, land acquisition committees,
village/sub-district government officials, community leaders, non-governmental organizations,
and other stakeholders. The data were collected using in-depth interviews, observation, and
document studies, while the data analysis techniques were carried out qualitatively. The
results showed that: a. Evaluation of land acquisition planning needs to adjust the RT/RW and
RPJM of the Regional Government, encourage feasibility studies, complete land planning
documents, and adjust agency work plans; b. Evaluation of land acquisition preparation is
carried out by encouraging transparent public consultation, public notification and
announcement, and eliminating citizen objections in the acquisition process; c. Evaluating
the implementation of land acquisition, namely encouraging land identification and
inventory activities, conducting assessments and submitting the results of land acquisition in
an open manner, as well as a fair compensation mechanism to the owner; and d) Evaluation
in the submission of results, namely: it is necessary that the timeliness of the submission of land
documents and the provision of fair compensation and compensation is required.
Keywords: Evaluation; Land acquisition; Public interest
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode dalam
penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokus penelitian di
Kota Langara, dengan informan penelitian yakni pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi
pengadaan tanah seperti: aparatur pengawasan daerah, anggota DPRD, aparatur kantor
pertanahan, panitia pengadaan tanah, aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi
dokumen, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: a. Evaluasi perencanaan pengadaan tanah perlu menyesuaikan RTRW
dan RPJM Pemerintah Daerah, mendorong studi kelayakan, melengkapi dokumen
perencanaan tanah, dan menyesuaikan rencana kerja instansi; b. Evaluasi persiapan
pengadaan tanah dilakukan dengan mendorong konsultasi publik secara transparan,
pemberitahuan dan pengumuman ke publik secara terbuka, dan mengeliminir keberatan
warga dalam proses pembebasan; c. Evaluasi implementasi pengadaan tanah yakni
mendorong kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanah, melakukan penilaian dan
penyerahan hasil pengadaan tanah secara terbuka, serta mekanisme ganti rugi yang adil
kepada pemilik; dan d) Evaluasi dalam penyerahan hasil yakni: diperlukan ketepatan waktu
dalam penyerahan dokumen pertanahan serta pemberian ganti rugi dan kompensasi yang
berkeadilan.
Kata Kunci: Evaluasi; Kepentingan umum; Pengadaan tanah
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PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis
dalam kehidupan manusia. Tanah, selain berfungsi sebagai tempat manusia membangun
rumah untuk tempat tinggal juga bernilai ekonomis, karena menjadi tempat untuk memenuhi
kebutuhan hidup melalui aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan
industri. Dalam konteks kenegaraan, kedudukan tanah diarahkan untuk mendukung
pembangunan bagi kepentingan umum, melalui proses pengadaan tanah yang
mengedepankan prinsip-prinsip hukum tanah nasional, yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan,
keberlanjutan, dan keselarasan.
Substansi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, bahwa negara mengakui dan
menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta
memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk
mengadakan pengaturan, pembuatan regulasi, implementasi pengelolaan, serta
menyelenggarakan pengawasan pertanahan. Hal ini bersinergi dengan Peraturan Kepala
BPN RI Nomor 5 tahun 2012, bahwa pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan
bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara dan masyarakat dengan
tetap menjamin kepentingan pihak yang berhak.
Secara empirik, proses pengadaan tanah untuk pembangunan mengatur dua pihak
yang memiliki kepentingan, yaitu instansi pemerintah sebagai institusi pengadaan dan
masyarakat (pemilik lahan) yang tanahnya akan dibebaskan. Menurut Sumardjono (2001),
pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang memberi jaminan tidak
adanya “pemaksaan kehendak” satu pihak terhadap pihak lain.
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe
Kepulauan, telah berlangsung sejak tahun 2013 seiring dengan peresmian wilayah ini
sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe. Berbagai fasilitas
umum telah dibangun selama kurun waktu lima tahun terakhir, seperti kawasan perkantoran
Bupati, kantor DPRD, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, saluran irigasi,
pelabuhan, pasar, dan fasilitas umum lainnya; yang kesemuanya membutuhkan pengadaan
tanah. Hasil pengamatan sementara menunjukkan terdapat sejumlah fakta, dimana
pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum dilaksanakan secara transparan dan
terbuka, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian dan keadilan hukum terutama
bagi pemilik tanah.
Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kabupaten Konawe
Kepulauan, mesti dibarengi dengan evaluasi kebijakan yang memadai dan terukur, karena
jika tidak transparan dan responsife maka akan memberi dampak lingkungan, sosial, dan
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ekonomi termasuk kepentingan warga masyarakat tidak akan terakomodasi sehingga
menimbulkan ketidakpuasan hukum dan ketidakpuasan publik.
Tidak memadainya evaluasi kebijakan dalam setiap pelaksanaan pembangunan, akan
berdampak pada disparitas atau ketimpangan pembangunan yang pada akhirnya banyak
merugikan kepentingan masyarakat, karena otoritas kebijakan lebih berpihak pada
kepentingan segelintir elit politik termasuk upaya-upaya memperoleh keuntungan atas
kebijakan yang bermuara pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Contoh, berbagai
bentuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum, tak jarang menimbulkan konflik
horizontal, sehingga rakyat mengunggat atau melawan karena tidak memadainya ganti
rugi atas hak-hak mereka. Hal ini bersinergi dengan pandangan Idah Wahidah (2019),
bahwa minimnya evaluasi menyebabkan terjadinya inefisiensi yang berimplikasi pada aspek
regulasi, waktu, dan biaya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya
pendapat Wijaya Sukarno, dkk (2017) bahwa evaluasi yang memadai dan efektif akan
menciptakan kebijakan yang mensyaratkan adanya keterlibatan aktif masyarakat khususnya
para pemilik lahan yang terkena kegiatan pengadaan tanah, yang salah satunya dalam
bentuk hibah tanpa ganti rugi untuk kepentingan umum
Menurut Lester dan Stewart (dalam Leo Agustino, 2008) bahwa evaluasi ditujukan
untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah
kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang
diinginkan. Anderson (dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Djabar, 2004)
memandang evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa
kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Badjuri dan Yuwono
(2002), menyatakan evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga
tujuan utama, yaitu: a. Untuk menguji kebijakan yang telah diimplementasikan telah
mencapai tujuannya, b. Menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan
yang telah diimplementasikan, c. Memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik
yang akan datang.
Evaluasi kebijakan dalam pengadaan tanah, merupakan tolok ukur yang digunakan
untuk, mengkaji apakah mekanisme perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan
penyerahan hasil di bidang pertanahan; telah sesuai dengan Undang-Undang dan
Peraturan Daerah yang berlaku. Selain itu evaluasi kebijakan mengandung arti bahwa,
apakah kebijakan pemerintah telah sesuai dengan harapan atau aspirasi warga
masyarakat?; karena jika belum, maka diperlukan kebijakan dan regulasi yang baru
sehingga tidak memberikan dampak negatif atau konflik antara Pemerintah dan
masyarakat.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan
menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di
Kabupaten Konawe Kepulauan”.
METODOLOGI
Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Lokasi penelitian adalah di Kota Langara dengan pertimbangan sebagai ibukota
Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dinamika pengadaan dan pemanfaatan tanah
yang sangat meningkat selama lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini, yaitu wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Penentuan informan
menggunakan teknik purporsife sampling yakni pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi
pengadaan tanah, seperti aparatur pengawasan, anggota DPRD, Panitia Pengadaan
Tanah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan atas
tanah yang diadakan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model data
interaktif dari (Miles et.al.,2014) Penggambaran analisis datanya dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Kabupaten Konawe Kepulauan
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe
Kepulauan, difokuskan di Kota Langara sebagai ibukota kabupaten. Proses pengadaan
tanah, selain mempertimbangkan dinamika dan akses program pembangunan yang
membutuhkan fasilitas publik di berbagai sektor pembangunan, juga harus
mempertimbangkan kepentingan masyarakat terutama pemilik (lahan) dari tanah-tanah
yang diadakan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa, proses pengadaan tanah di Kabupaten
Konawe Kepulauan, tak jarang menimbulkan masalah dan konflik hingga berakhir dengan
perlawanan pemilik lahan karena pertimbangan tanah yang akan diadakan adalah bernilai
ekonomis. Selain itu, jika terpaksa pemilik lahan harus menerima keputusan Pemerintah
Daerah untuk mengambilalih lahan mereka dengan kompensasi ganti rugi, faktanya nilai
ganti rugi sangat rendah, termasuk dalam beberapa kasus masyarakat (pemilik lahan)
hingga saat ini belum menerima ganti rugi yang dijanjikan pemerintah.
Kondisi di atas menjadi indikator bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan, masih menyisakan banyak
problematika sehingga dari aspek evaluasi kebijakan publik belum memenuhi aspek
transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.
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Evaluasi perencanaan pengadaan tanah
Dalam prosesnya, pengadaan tanah diawali dengan perencanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum oleh instansi yakni oleh: lembaga pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, dan BHMN/BUMN yang mendapat penugasan khusus pemerintah
yang pengerjaannya dapat dibantu dengan instansi teknis terkait.
Salah satu institusi yang turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan
tanah dalam pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Kantor
BPN. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2014 merupakan lembaga baru hasil pemekaran
dari kabupaten induk Kabupaten Konawe.
Hasil wawancara dengan informan Yudi (38 th) menunjukkan bahwa tidak semua
perencanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah melibatkan kantor BPN,
karena selain otoritas pengadaan tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah,
juga terdapat regulasi luas areal pengadaan tanah yang perencanaannya wajib
dikoordinasikan oleh BPN, yakni lebih dari 5 Ha (Wawancara, 18 Juli 2019).
Perencanaan pengadaan tanah oleh kantor BPN dalam faktanya lebih pada proses
pembuatan sertifikat tanah setelah memperoleh usul pengajuan dari pihak yang
membutuhkan. Biasanya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa/Kelurahan,
Pemerintah Kecamatan sebagai PPAT tingkat kecamatan, hingga tingkat Kabupaten. Kantor
perwakilan BPN memiliki standar regulasi alokasi Prona yang diperuntukkan bagi masyarakat,
dengan tetap mempertimbangkan distribusi kewilayahan dan mengacu pada kondisi serta
status tanah yang akan disertifikatkan.
Perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, diusulkan oleh instansi untuk
mendapatkan legalitas atau sertifikatnya. Ketentuan mengenai keterlibatan BPN adalah
lahan di atas 5 Ha, sedangkan di bawah 5 Ha instansi pengguna yang akan membebaskan
tanah sebagai perencana secara otonom. Posisi BPN hanya menerima dokumen dari pihak
pengguna, sedangkan mengenai prosedur pembebasan menjadi kewenangan instansi
tersebut.
Idealnya, pengadaan tanah dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang
diperlukan dapat dilaksanakan apabila penetapan rencana pembangunan tersebut sesuai
dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati. Pertanyannya apakah pembangunan
fasilitas umum di Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengacu pada RT/RW.
Hasil wawancara dengan informan Hasman (48 th) menunjukkan bahwa:
pengadaan tanah di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum belum
menggunakan acuan RT/RW. Kendala ini menyebabkan, banyak pengadaan dan
pembebasan tanah di wilayah ini yang bermasalah sehingga berpotensi rawan
gugatan dan terjadinya konflik agraria (Wawancara, tanggal 9 Mei 2019).
Rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlaksana jika tidak
adanya tanah yang digunakan untuk pembangunan. Jika pemerintah tidak mempunyai
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lahan maka dapat melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah. Perolehan hak
atas tanah oleh pemerintah dilakukan dengan pengadaan tanah dan memperhatikan
peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia dan penghormatan hak atas tanah yang
sah menurut undang-undang.
Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa di awal-awal Konawe Kepulauan
resmi menjadi daerah otonomi baru, proses pengadaan tanah belum didukung dengan
studi kelayakan yang memadai. Padahal studi kelayakan memiliki urgensi dan manfaat
dalam mengantisipasi dampak lingkungan, ekses masyarakat, serta mempertimbangkan
CSR dalam memberdayakan masyarakat yang tanahnya terkena dampak pengadaan.
Ditinjau dari evaluasi kebijakan program, tidak memadainya studi kelayakan
pengadaan tanah di wilayah ini menyebabkan sejumlah proyek bermasalah, seperti
pembangunan kantor Bupati yang harus dipindahkan ke lokasi lain, padahal di lokasi awal
telah memanfaatkan dana APBD yang cukup besar; kemudian pembangunan pelabuhan
Langara yang tidak didukung CSR yang memadai, pembangunan Rumah Sakit Umum
Kabupaten yang terbukti menyerobot tanah milik rakyat.
Evaluasi lainnya adalah terkait dengan dokumen rencana pengadaan tanah. Ketika
dokumen rencana yang tidak valid dan lengkap, maka akan berdampak pada timbulnya
sengketa agraria. Selain itu perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
perlu menyesuaikan rencana kerja instansi guna memastikan bahwa tata guna tanah dan
letak lahan sesuai dengan visi dan misinya.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pimpinan instansi menyampaikan
bahwa sebagian fasilitas yang dibangun adalah bukan hasil dari perencanaan instansi
tersebut. Namun baru diketahui setelah ada pembangunan. Dampaknya terkait dengan
master plane perencanaan, lokasi penempatan, struktur dan desain bangunan, rencana
penempatan fasilitas di atas bangunan, dan kondisi lingkungan, kurang mendukung tupoksi
instansi bersangkutan sehingga visi misi instansi bisa gagal karena minimnya keterlibatan
dalam perencanaan.
Selanjutnya, dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pengadaan tanah
dalam konteks evaluasi kebijakan, adalah bagian dari konsep pembangunan partisipatif.
Pendekatan Top down yang selama ini mendominasi sistem Pemerintahan Orde Baru, mutlak
direvitalisasi dengan pendekatan Botton up, yaitu pendekatan yang melibatkan dan
memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan. Apalagi masyarakat sebagai pemilik tanah yang dibebaskan untuk kepentingan
umum, memiliki hak asasi atas kepemilikan sehingga ketika tidak dilibatkannya mereka
dalam proses perencanaan, sama halnya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
Tabel berikut ini mengetengahkan pernyataan informan (pemilik tanah) tentang keterlibatan
dalam perencanaan pengadaan tanah.
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Tabel 1. Pernyataan Informan (Pemilik Tanah) tentang Keterlibatan
dalam Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Sumber: Data primer diolah, 2019
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas informan mengetahui rencana
pengadaan tanah setelah ada sosialisasi dan pendataan sebanyak 53,33%. Dengan
demikian, informan pemilik tanah tidak memiliki kapasitas memadai untuk mempengaruhi
kebijakan perencanaan, apalagi desain program pembangunan yang dilakukan secara
sentralistik dan top down lebih mengakomodasi kepentingan pihak pengadaan daripada
pemilik.
Responden yang mengetahui lebih awal rencana pengadaan tanah dengan
persentase 20%, adalah mereka yang memiliki akses dan cukup aktif dalam mencari sumber-
sumber informasi. Mereka juga dilibatkan secara informal sebagai mediator untuk
mengakomodasi kepentingan instansi pengadaan tanah dengan pemilik tanah yang akan
dibebaskan. Data lain juga menunjukkan signifikansi kuantitas informan yang tidak
mengetahui perencanaan pengadaan tanah sebanyak 26,67%. Mereka umumnya adalah
pemilik tanah yang tidak memiliki akses kekuasaan, minimnya sumber-sumber informasi,
apatis (enggan melakukan resistensi), dan pasrah menerima kebijakan dari pemerintah.
Evaluasi Persiapaan Pengadaan Tanah
Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk pembangunan memberikan peluang terjadinya
pengambilalihan atau pembebasan tanah dalam berbagai proyek, baik untuk kepentingan
umum maupun kepentingan bisnis, dalam skala besar maupun skala kecil. Karena tanah
negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya, maka untuk mendukung
berbagai kepentingan tersebut di atas yang menjadi objeknya adalah tanah-tanah hak,
baik yang dipunyai oleh perseorangan, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.
Dalam proses pengadaan tanah perlu dilakukan penelitian yang akurat serta
sosialisasi sehingga masyarakat memahami dampak positif dari pembangunan untuk
kepentingan umum dan penyuluhan sehingga masyarakat mengerti manfaat proyek dan
ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan proyek untuk kepentingan umum.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan
fasilitas umum diawali dengan pembentukan tim rencana pembangunan kepada warga
No Pernyataan Informan Jumlah Persentase
1 Mengetahui rencana pengadaan tanah
lebih awal
3 20,00
2 Mengetahui rencana pengadaan tanah setelah
ada sosialisasi dan pendataan
8 53,33
3 Tidak mengetahui sama sekali 4 26,67
J u m l a h 15 100%
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pemilik tanah atau sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan.
Pemberitahuan rencana pembangunan yang bersinergi dengan tanah, memuat
informasi tentang: maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah
yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pengadaan
tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lainnya yang
dianggap perlu, termasuk kompensasi atas ganti rugi atas tanah yang dibebaskan.
Pemberitahuan rencana pembangunan oleh tim persiapan disampaikan secara
langsung kepada masyarakat yang termasuk pada rencana lokasi pembangunan melalui
mekanisme sosialisasi. Hasil dari sosialisasi disampaikan kepada masyarakat pada rencana
lokasi pembangunan melalui Kepala Desa atau Lurah dalam waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari sejak Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh
pemerintah.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa desa sampel di Kecamatan
Wawonii Barat dan Kecamatan Wawonii Tengah jarang bahkan tidak pernah menerima
sosialisasi rencana pembebasan lahan, dan secara tiba-tiba proyek pembangunan telah
akan dilaksanakan. Sementara masalah pembebasan lahan belum rampung, atau
disampaikan setelah program akan dilaksanakan. Tentu saja warga pemilik tanah sulit
menerima karena, proses pengadaan tanah tanpa persiapan dan tidak melibatkan pemilik.
Selanjutnya, evaluasi kebijakan persiapan pengadaan tanah yang belum memadai
di wilayah ini adalah terkait dengan konsultasi publik. Esensi konsultasi publik merupakan
bentuk legal opinion dari seluruh elemen stakeholder apakah pengadaan tanah dapat
memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak? Bagaimana status
tanah yang akan dibebaskan, apakah termasuk tanah milik perorangan, tanah adat
(ulayat), tanah corporate (perusahaan/swasta , status APL, atau tanah milik negara.
Hasil wawancara dengan informan Muharlit (51 th), menunjukkan bahwa: di awal-
awal Kabupaten Konawe Kepulauan mekar menjadi daerah otonomi baru, jarang
dilakukan konsultasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
sehingga dampaknya terjadi aksi protes dari warga yang lingkungannya terganggu
karena pembangunan. Saat ini, melalui kebijakan Bupati, konsultasi publik harus
dilaksanakan demi menghindari sengketa agraria yang terjadi di masa yang akan
datang (Wawancara 22 Mei 2018).
Tujuan konsultasi publik dalam pengadaan tanah selanjutnya adalah mengeliminir terjadinya
keberatan dari pemilik atas tanah yang dibebaskan. Artinya konsultasi publik berkaitan
dengan nasib kelompok masyarakat yang lebih holistik, sehingga ketika legalitas
pembebasan tanah dipertanyakan secara individual dapat terbantahkan karena
mengakomodir kepentingan masyarakat yang lebih besar. Contoh, aksi protes warga yang
tanahnya dibebaskan untuk pembangunan RSUD Kabupaten, bisa diredam dengan
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pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif karena berbicara kepentingan umum, yaitu
sarana layanan kesehatan.
Evaluasi implementasi pengadaan tanah
Proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum secara
holistik akan penuh dengan masalah atau bersifat konfliktual. Hal ini disebabkan karena
pada dasarnya, kepentingan umum selalu mengorbankan kepentingan pribadi, ditambah
dengan kesediaan tanah yang terbatas. Di Kabupaten Konawe Kepulauan, kondisi lahan
yang terbatas bukan menjadi problem utama karena kuantitas lahan masih cukup memadai
untuk menempatkan berbagai program pembangunan fasilitas umum.
Perhatian Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah adalah penghormatan
terhadap pemilik hak atas tanah. Karena pemilik selain insan manusia yang memiliki
hak, kewajiban, kedudukan, dan martabat juga memiliki kepentingan sosial ekonomi
atas peruntukkan tanah, misalnya sebagai tempat tinggal, tanah pekarangan, tanah
pertanian, tanah perkebunan, dan sebagainya.
Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengadaan tanah oleh Pemerintah
Daerah, sebagian adalah tanah negara yang konteks penguasaannya adalah otoritas
negara sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pemanfaatannya untuk
kesejahteraan rakyat.
Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang
otoritasnya menimbulkan tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat
juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan
terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang
melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu
dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan
hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.
Bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti kerugian fisik
yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan ke lokasi yang baru. Sepatutnya pemberian
ganti kerugian tersebut harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak
atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat
kehidupan yang lebih baik sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.
Dalam kegiatan pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua pihak, yaitu instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk
kegiatan pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, harus
dilakukan melalui proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak dari satu pihak
terhadap pihak yang lain, termasuk mengindahkan asas keadilan.
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah data dan fakta tentang evaluasi dalam
impelementasi pengadaan tanah di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:
1. Inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dibebaskan belum memadai. Problem ini
dapat disiasati dengan mengoptimalkan kinerja instansi pengadaan tanah, Kantor BPN,
dan pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa/Lurah).
2. Penilaian dan penyerahan hasil obyek pengadaan tanah sebagian belum dilakukan
secara transparan. Jika ini dibiarkan selain akan merugikan pemilik tanah yang secara
psikologis memiliki kemampuan minim untuk melakukan resistensi, juga di masa yang
datang berpotensi terjadinya konflik agraria. Hadirnya pihak-pihak ketiga melalui wadah
LSM Lokal merupakan bentuk resistensi membela rakyat atas tidak transparannya dalam
penilaian dan penyerahan obyek pengadaan tanah.
3. Musyawarah tentang bentuk dan besar ganti rugi yang pada umumnya tidak berpihak
kepada pemilik. Pemilik tanah ketika hadir untuk bermusyawarah, harga tanah telah
ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada. Faktanya, musyawarah hanyalah
menggugurkan kewajiban karena desain pertemuan hanya melegalkan besaran NJOP.
Apalagi penguatan kompromi yang dilakukan instansi pengadaan dan dukungan kepala
desa/lurah, ternyata menjadi otoritas yang sulit untuk dibantah.
4. Pemilik tanah kurang memiliki kemampuan dan kapasitas atas ketidakadilan dalam
pembebasan lahan mereka. Secara makro, mayoritas informan menerima kebijakan atas
nilai ganti rugi atas tanah mereka, karena minimnya askes, pengetahuan, dan informasi
untuk melakukan perlawanan. Dari aspek kebijakan tentu cara ini jika dibiarkan,
masyarakat akan terbenam dalam ketidakadilan, kendatipun pada sisi yang lain tanah-
tanah mereka yang dibebaskan berimplikasi pada kepentingan bersama.
Evaluasi Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, output yang diharapkan oleh para pihak yang
bersepakat adalah penyerahan hasil pengadaan tanah dapat memberikan win win solution,
terutama tanah-tanah hak milik yang dibebaskan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama 3 tahun setelah Kantor BPN Konkep
berdiri, konsisten dalam penyerahan hasil pengadaan tanah dalam bentuk dokumen sertifikat
tanah. Indikatornya dari aspek kuantitas telah lebih dari 5.000 bidang tanah yang telah
memperoleh Prona. Sehingga dari sisi legalitas masyarakat pemilik memperoleh manfaat baik
dari aspek administrasi, hukum pertanahan, maupun ekonomi.
Data riset juga menunjukkan bahwa evaluasi dalam pemberian ganti rugi belum
memadai baik dari aspek kompensasi atau besarnya harga tanah berdasarkan NJOP maupun
proses pembayaran ganti rugi yang tidak tepat waktu berdasarkan hasil musyawarah.
Hasil wawancara dengan informan Budiatno (44 th), menunjukkan bahwa: sebetulnya
nilai harga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah dan dianggap oleh pemilik tanah
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relatif rendah, sudah cukup tinggi; karena jauh sebelum wilayah ini mekar menjadi
kabupaten harga tanah rata-rata dijual perhektar dengan perkiraan 2 sampai 3 juta
(Wawancara, 14 Juni 2019).
Klaim pemilik tanah atas nilai harga yang masih rendah, dari sisi pasar seiring dengan dinamika
pembangunan di wilayah ini pasca pemekaran; sehingga ketika pemerintah (pembeli)
mengusulkan harga berdasarkan NJOP, sebagian masyarakat (pemilik) menolak. Musyawarah
mufakat, tak jarang menghasilkan kata tidak sepakat karena benturan keinginan masing-
masing pihak. Dari sisi evaluasi kebijakan, memerlukan prosedur dan standar yang menjadi
patokan bagi semua pemangku sehingga ketika ada masalah, tidak diselesaikan dengan jalur
unjuk rasa bahkan berujung pada pengadilan.
Bentuk evaluasi lain yang perlu diperhatikan adalah implementasi pelaksanaan
pembangunan pada lahan-lahan yang telah dibebaskan, tak jarang belum tuntas pada saat
penyerahan hasil pengadaan tanah. Di satu sisi, pihak pemerintah dan pelaksana proyek
segera akan melaksanakan program pada tahun anggaran berjalan, namun masih
menyisakan masalah pembebasan tanah yang belum tuntas. Kondisi ini tak jarang
menimbulkan konflik agraria.
Sejumlah kasus di masa lalu dapat menjadi contoh begitu rumitnya konflik agraria di wilayah
ini, misalnya ketika masyarakat yang tanahnya dicaplok oleh invenstor tambang di
Kecamatan Wawonii Barat pada tahun 2013, karena ganti rugi yang tidak memadai sehingga
masyarakat pemilik bersama LSM setempat melakukan pembakaran kamp-kamp di wilayah
tambang. Pemerintah bersama aparat yang memiliki kepentingan atas pertambangan
tersebut, kemudian melakukan intimidasi dan penangkapan pada para pelaku pembakaran,
dan berujung pada pengadilan serta pemidanaan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan kesimpulan bahwa: evaluasi pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan, menyisakan
banyak masalah terutama dominannya pemegang kebijakan (Pemerintah Daerah) dalam
proses pengadaaan yang umumnya merugikan pemilik lahan (masyarakat). Dari 4 (empat)
indikator evaluasi menunjukkan bahwa: a) guna mengeliminir dampak lingkungan sosial dan
ekonomi, maka evaluasi perencanaan pengadaan tanah perlu menyesuaikan RTRW dan
RPJM Daerah, mendorong studi kelayakan, kelengkapan dokumen perencanaan tanah, dan
menyesuaikan rencana kerja instansi; b) guna memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas,
maka evaluasi persiapan pengadaan tanah dapat dilakukan melalui konsultasi publik,
pemberitahuan ke publik, mengeliminir keberatan warga dalam proses pembebasan; c. guna
memenuhi asas kepastian hukum, maka evaluasi implementasi pengadaan tanah dilakukan
dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah, penilaian dan penyerahan hasil
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pengadaan tanah secara, mekanisme ganti rugi yang adil kepada pemilik; dan d) guna
memenuhi asas keadilan, maka evaluasi dalam penyerahan hasil dilakukan secara tepat
ketepatan waktu dalam penyerahan dokumen pertanahan serta pemberian ganti rugi dan
kompensasi yang berkeadilan.
Saran yang penulis dapat berikan antara lain: a) Komitmen Pemerintah Daerah untuk
mensosialisasikan arah RPJM dan RTRW sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan
fasilitas umum, tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah termasuk peluang terjadinya
konflik di masyarakat; b) diperlukan payung hukum yang lebih tegas, konsisten, dan
berkeadilan berupa Peraturan Daerah agar pola kepemilikan tanah di wilayah ini lebih teratur
dan tidak simpang siur; c) mendorong komitmen lembaga terkait dalam melakukan
pengawasan dan monev secara sistematis dalam pengadaan tanah sehingga, dapat
mengeliminir dan menghindari proses pengadaan tanah yang banyak merugikan masyarakat
(pemilik lahan).
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